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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 182 /PMK.01/2020
TENTANG

PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS

DAN/ATAU PELAKSANA HARIAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan Kementerian
Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah
ditetapkan  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau
Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan
Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 203/PMK.01/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau
Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan
Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan;
bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi

Kementerian Keuangan dan ketentuan mengenai
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Mengingat

kepegawaian, serta sesuai dengan Surat Menteri
Keuangan selaku Chief Financial Officer Nomor
S-469/MK.02/2020 tanggal 5 Juni 2020, perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai penunjukan Pelaksana
Tugas dan Pelaksana Harian di lingkungan Kementerian
Keuangan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Menteri Keuangan tentang Pedoman
Penunjukan Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian

di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Keuangan (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National
Single Window (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1825);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN/ATAU PELAKSANA
HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Unit adalah seluruh unit organisasi Eselon dan unit
organisasi non-Eselon di lingkungan Kementerian
Keuangan.

Unit Organisasi non-Eselon adalah unit organisasi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan, dibentuk melalui peraturan perundang-
undangan dengan struktur organisasi tertentu yang tidak
memiliki eselonisasi, baik yang menerapkan pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum maupun yang tidak
menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
Pegawai dalam suatu satuan organisasi.

Pejabat adalah Pegawai yang menjalankan fungsi
manajemen dalam struktur organisasi di lingkungan
Kementerian Keuangan.

Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah
Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin
dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap sehingga
suatu Jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan
Jabatan.

Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah
Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin
dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara
sehingga suatu Jabatan yang masih terisi tetapi Pejabat
definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan
tugas jabatannya.

Pegawai yang Dapat Ditunjuk Sebagai Plt. dan/atau Plh.
yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil
Negara dan tenaga profesional/non Aparatur Sipil Negara

yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
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atau diserahi tugas negara di lingkungan Kementerian
Keuangan.

8. Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat
pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk
bertindak dalam ranah hukum publik.

9. Unit yang Bersangkutan adalah lingkup unit organisasi
yang berada satu tingkat di atas unit organisasi Pejabat
yang berhalangan.

10. Tunjangan Kinerja adalah Tunjangan Kinerja Pegawai di
lingkungan  Kementerian = Keuangan  sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun
2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 156
Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Keuangan dan Tunjangan
Kinerja Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor
37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 37
Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di

Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai pedoman
penunjukan Plt. dan/atau Plh. bagi Pejabat/Pegawai yang

berlaku pada seluruh Unit.
Pasal 3

Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dimaksudkan untuk

menunjang dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas rutin
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